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BAB| PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak negara, baik yang baru merdeka, negara yang
sedang berkembang maupun negara-negara maju, berlomba melakukan pembangunan di segala bidang,
dengan satu tekad berusaha untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya menuju masyarakat yang
sgjahtera. Segjalan dengan usaha yang demikian itu, negara-negara yang baru merdeka berusaha pula untuk
memperbaharui hukumnya. Adapun dasar dari usaha pembaharuan tersebut dilandaskan pada alasan politik,
sosiologis dan praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran, bahwa suatu negara merdeka harus
mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis
menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya suatu bangsa, sedangkan alasan praktis
antaralain bersumber pada kenyataan, bahwa biasanya bekas-bekas negara jgjahan mewarisi hukum negara
yang menjajahnya dengan bahasa asli yang banyak dipakai dan tidak dipahami oleh generasi muda dari
negara yang baru merdeka tersebui.

Begitu juga negara Indonesia yang termasuk kategori negara yang sedang berkembang dan: sedang
membangun serta berusaha untuk memperbaharui hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata,
administrasi maupun hukum pidana. Dalam TAP MPR No. [I/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara dimuat beberapa pedoman yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan di dalam bidang
hukum. Pertama yang terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional terutama yang mengenai Wawasan
Nusantara (Bab Il huruf E) antaralain menegaskan, bahwa seluruh.kepul auan nusantara merupakam satu
kesatuan. Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi pada K epentingan
Nasional. Kedua adalah pedoman yang terdapat dalam Pola Umum Pelita Kelima, terutama mengenal arah
dan kebijaksanaan pembangunan Bidang Hukum:

a. Pembangunan hukum-sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara
hukum; Indonesia yang berdasarkan_Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk
meningkatkan kesadaran.hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan
tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.

b. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan
hasil-hasilnya, menciptakan: kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat
menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih_memberi dukungan dan. pengarahan kepada upaya
pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan
mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab social pada setiap anggota masyarakat. Di
samping itu hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat dengan memberi rasa aman dan
tentram, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dimamis.
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c. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah
dan.terpadu. antara lain: kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan
perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai
bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, sertatingkat kesadaran hukum dan dinamika hukum yang_
berkembang dalam masyarakat.

d. Dalam rangka peningkatan penegakkan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-
badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masingmasing, serta terus ditingkatkan
kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai
pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil. Penyuluhan hukum perlu dimantapkan untuk
mencapal kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga kegiatan anggota masyarakat
menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagal warga negara, dalam rangka tegaknya hukum,
keadilan dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman dan kepastian hukum serta terbentuknya
perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

e. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus
diusahakan agar proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau
oleh semua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perlu lebih dimantapkan penyelenggaraan pemberian
bantuan dan konsultasi hukum bagi |apisan masyarakat yang kurang mampu.

f. Untuk menunjang upaya pembangunan hukum, perlu terus ditingkatkan: penyediaan-sarana dan prasarana
yang diperlukan, serta ditingkatkan pendayagunaannya.

g. Dalam usaha pembangunan hukum perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk mengembangkan dan
menegakkan secara serasi hak dan kewgjiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan:Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

Penempatan hal tersebut di atas dalam pola umum ?elita Kelima merupakan kelanjutan dan peningkatan dari
pola umum Pelita Keempat dalam rangka usaha bertahap untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam
pembangunan jangka panjang, yang dalam bidang hukum dinyatakan perlunya perwujudan kesadaran dan
kepastian hokum dalam?



